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ABSTRAK 

 

Siti Yulina / 222017179/ 2021/ Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi 

Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran 

Belanja Daerah Pada Pemerintah 

Tujuan untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya 

Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada 

Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi berganda. Sebagai sampel penelitian ini adalah 49 pegawai di (BPKAD) Provinsi Sumatera 
Selatan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Perencanaan Anggaran berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap Penyerapan Anggaran Belanja di (BPKAD) Provinsi Sumatera 

Selatan. (2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap 

Penyerapan Anggaran Belanja di (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. (3) Komitmen Organisasi 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Penyerapan Anggaran Belanja di (BPKAD) 

Provinsi Sumatera Selatan. (4) Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan 

Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran Belanja di 

(BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. 

 

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Kompetensi, Komitmen, Penyerapan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara menyatakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD 

merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun 

dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran 

belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli 

daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah 

dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. APBD disusun sesuai 

dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan 

pendapatan daerah. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, 

pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan 

Gubernur/Bupati/Walikota. 

Salah satu tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia yang tercantum 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke empat 

adalah memajukan kesejahteraan umum. Sebagai upaya untuk mempercepat 

peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional 

tersebut, pemerintah pusat melakukan kebijakan desentralisasi dimana 

sebagian wewenangnya diserahkan kepada daerah otonom untuk mengatur 
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dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pemerintah memerlukan pendanaan memadai yang dianggarkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBN/APBD), dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui 

Kas Negara dan Kas Daerah. Adanya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan daerah dan diperbarui dalam Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2014 menuntut kebijakan tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. 

Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan oleh pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah yang ada dalam wilayahnya, salah satunya 

adalah desentralisasi fiskal dimana tiap daerah diberi keleluasaan untuk 

mengelolah keuangannya masing-masing. Desentralisasi fiskal pada dasarnya 

dapat mendorong peningkatan efisiensi belanja karena Pemerintah daerah 

lebih tahu kebutuhan masyarakatnya dari pada Pemerintah Pusat. 

Komitmen pemerintah pusat dalam menerapkan desentralisasi fiskal  

makin nampak, hal ini terlihat dari peningkatan dana transfer setiap tahun. 

Namun pada saat pemerintah pusat terus berupaya untuk menjalankan 

komitmen dalam menerapkan desentralisasi fiskal dengan meningkatkan dana 

transfer ke daerah disetiap tahun anggaran, sebuah fenomena yang menarik 

justru terjadi di daerah-daerah, yaitu minimnya realisasi penyerapan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebagian besar daerah 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
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Sistem penganggaran berbasis kinerja minimnya penyerapan anggaran 

memang tidak dapat dijadikan sebagai indikator buruknya kinerja birokrasi, 

akan tetapi kondisi perekonomian saat ini masih sangat bergantung pada 

konsumsi pemerintah, sehingga belanja pemerintah turut menjadi salah satu 

penggerak roda perekonomian di daerah yang pada akhirnya mendorong 

terciptanya multiplier effect bagi daerah tersebut sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Selain itu, adanya dana 

yang tidak terserap hingga diakhir tahun anggaran menunjukan adanya 

inkonsistensi antara perencanaan anggaran dan realisasi. Meskipun dana 

tersebut dapat dimanfaatkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, tetapi 

berdasarkan konsep time value of money dana tersebut berpotensi berkurang 

atau bahkan kehilangan manfaat belanja yang semestinya dapat dimanfaatkan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. 

Penerapan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 

menuntut kebijakan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah telah menciptakan perubahan yang  mendasar 

terhadap tata pelaksanaan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan 

keuangan negara, serta menjadi langkah awal kemunculan Otonomi Daerah. 

Otonomi daerah mengamanahkan pemerintah daerah memiliki kewenangan 

sendiri dan keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh 

pemerintah pusat guna mengalokasikan sumber-sumber material yang 

substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda. Otonomi daerah merupakan 
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suatu kebebasan atau kewenangan dalam mengambil suatu keputusan politik 

maupun administratif sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. 

Penerapan undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan undang-undang 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah memberi harapan agar pemerintah mampu meningkatkan efektivitas 

dan efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan 

antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta 

peluang dan tantangan dalam persaingan global. Selain itu, pemerintah juga 

diharapkan mampu mempercepat laju kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan 

peningkatan daya saing daerah. Adanya desentralisasi memungkinkan 

penyesuaian pelayanan publik dengan permintaan lokal, sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi dan inovasi, dan menciptakan persaingan antar 

jurisdiksi. 

Rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom tersebut, maka salah satu 

aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah adalah 

masalah anggaran dan pengelolaannya. Secara umum anggaran dapat 

didefinisikan sebagai rencana terperinci dari pendapatan dan penggunaan 

sumber daya keuangan dan sumber daya-sumber daya lainnya pada satu 

periode tertentu. 
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Mardiasmo (2018:74) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi 

yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk 

mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan 

publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan 

sebagai alat pengendalian. 

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa segala bentuk 

Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penerimaan dan 

pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas 

desentralisasi. 

Tahun anggaran APBD juga mengikuti tahun anggaran APBN yaitu 

dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 

yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan 

keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. 

Total pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. 

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah 

ditetapkan. Sedangkan berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang 

dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis 

belanja. Belanja adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang 

mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan 

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 
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Permendagri nomor 21 tahun 2011, mendefinisikan belanja daerah 

sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih. Oleh karena itu serapan belanja tidak boleh melebihi jumlah 

anggaran belanja yang telah ditetapkan. Meskipun demikian bukan berarti 

capaian penyerapan anggaran belanja diperbolehkan lebih rendah dari yang 

telah direncanakan. 

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa : “Penyerapan anggaran merupakan 

rencana sistematis yang berisikan tentang keseluruhan aktivitas dan kegiatan 

yang berlaku dalam waktu tertentu untuk selanjutnya diwujudkan secara 

nyata”. Secara garis besar penyerapan anggaran yang dimaksud adalah 

pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu 

tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu. Persoalan penyerapan 

anggaran melebihi pagu anggaran masih kerap terjadi dibeberapa kementrian 

maupun lembaga dan satuan kerja pemerintah. 

Zarianah (2015) mengatakan bahwa: Sumber Daya Manusia (SDM) 

menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan, dengan 

kompetensi berupa pengalaman dan motivasi yang dimiliki menjadikan 

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor kunci dalam pengelolaan 

anggaran. 

Kompetensi sumber daya manusia penting dalam mengelola dan 

menyajikan informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun 

dapat tepat waktu. Selain sumber daya manusia yang kompeten, penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan juga memiliki pengaruh terhadap Kualitas 
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Laporan Keuangan. Masalah kompetensi sumber daya manusia menjadi 

tantangan setiap pegawai bidang keuangan Pemerintah BPKAD Provinsi 

Sumatera Selatan. Fenomena menurut Eman Satria, SE.MM.,Ak.,CA sebagai 

Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda. 

Tabel 1.1 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Sarjana (S3) - 

2 Sarjana (S2) 38 

3 Sarjana (S1) 48 

4 Diploma IV 1 

5 Diploma III/Sarjana Muda 4 

6 SMA/SMK/Sederajat 3 
 Total 94 

Sumber : BPKAD 2021 

 

Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagaian besar 

pegawai berpendidikan Sarjana (S1) 48 orang (51%), yang berpendidikan 

Sarjana (S2) 38 orang (40%), Diploma IV 1 orang (1%), Diploma III/Sarjana 

Muda 4 orang (4%) dan berpendidikan SMA/SMK/Sederajat 3 orang (4%). 

Dari komposisi tersebut diatas disimpulkan bahwa pegawai di Badan 

Pengelola Keuangan dan Pendidikannya Sarjana/Pascasarjana sehingga 

potensi kualitas pegawai dapat dikatakan tinggi. 

Robbins (2015) bahwa komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai 

bagaimana tingkat seorang anggota mengindentifikasi dirinya dengan 

organisasi dan tujuan organisai, serta harapan organisasi untuk bertahan 

dalam organisasi. 

Komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku penting yang dapat 

digunakan untuk menilai kecenderungan seseorang untuk bertahan sebagai 
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anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan 

keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia serta 

berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Fenomena menurut Eman 

Satria, SE.MM.,Ak.,CA sebagai Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan 

Daerah Ahli Muda Mengatakan bahwa didalam instansi Pemerintah BPKAD 

Provinsi Sumatera Selatan bahwa pegawai memiliki hak sendiri untuk 

berkarir dalam organisasi tersebut. 

Cut (2015) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan 

Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil 

penelitian baik secara simultan maupun parsial mendukung hipotesis bahwa 

kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan 

anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran SKPD pada Pemerintah 

Kota Banda Aceh, baik secara simultan maupun secara persial. 

Dadan (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran di 

lingkungan pemerintah daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian ini selaras 

dengan penelitian Zarinah (2016) Herryanto (2012). Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan 

anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Hasil penelitian 

ini selaras dengan penelitian Fitriany (2015) dan Zarinah (2016). 
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Kadek (2017) Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya 

Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa: (1) variabel perencanaan anggaran (X1) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, (2) 

variabel kuantitas sumber daya manusia (X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan anggaran, dan (3) variabel komitmen 

organisasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 

anggaran. 

Nanang (2020) Antecendent Variable Penyerapan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran, Pelaksanaan 

anggaran, Pengadaan barang dan jasa, Komitmen manajemen, Lingkungan 

birokrasi, Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah 

Kabupaten Wonosobo. 

Rika (2020) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan 

Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. Perencanaan anggaran, 

pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan 

jasa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 28,3% 

terhadap penyerapan anggaran belanja belanja. Namun perencanaan 

anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan 
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pengadaan barang dan jasa secara persial berpengaruh positif dan signifikan 

sebesar 19,7% terhadap penyerapan anggaran belanja. 

Fenomena mengenai penyerapan anggaran yang sudah maksimal dan 

sudah proporsional merupakan terjadi pada setiap tahun berjalan. Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan harus dapat meningkatkan kualitas dan 

produktifitas belanja. Anggaran belanja harus digunakan secara berkualitas, 

efektif, dan efisien. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus digunakan untuk 

program dan kegiatan yang benar-benar produktif dan mampu memberikan 

nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 

Fenomena Perencanaan Penyerapan anggaran yaitu dalam perencanaan 

dan penganggaran sektor publik isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan 

dan penganggaran seperti partisipasi, kesenjangan anggaran, loyalitas kinerja 

dan dimensi lainnya, telah menarik banyak peneliti dan ilmuan untuk 

melakukan diskusi secara mendalam, salah satunya terkait dengan perilaku 

aparat. Perilaku aparatur turut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan 

pemerintah. Anggaran mempunyai dampak yang besar terhadap perilaku 

manusia, sebaliknya perilaku manusia memiliki dalam yang luas dalam 

pengelola anggaran dan alokasi anggaran. Anggaran memberikan informasi 

kepada manusia mengenai apa yang diharapkan dan kapan harus 

dilaksanakan. Anggaran memberikan batasan mengenai apa yang boleh dibeli 

dan seberapa banyak yang boleh dibeli. Manusia juga berharap dari jumlah 

anggaran yang akan dan yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan saat ini dan akan datang. 
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi 

Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Arivai No.3 Palembang 

merupakan unsur penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan yang 

menjadi wewenang daerah di kota palembang. Visi misi BPKAD yaitu 

terwujudnya Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

mendukung Sumsel Sejahtera lebih maju dan berdaya saing internasional 

antara lain menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamatan aset 

daerah, dan menciptakan pelayanan prima keuangan dan aset daerah. Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentu membuat tugas dan 

fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sendiri menjadi sangat stategis. 

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari enam bagian bidang dan dua 

belas Sub Bagian Pengelolaan dan Aset Daerah yang bertugas yaitu Kepala 

Badan, Bidang Sekretaris, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang 

Akuntansi dan Bidang Milik Daerah. 

Tabel I.2 

Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2016-2019 

Tahun Uraian Anggaran Realisasi % 

2016 Belanja 

operasi 

3.650.152.269.188,7 3.486.550.395.731,7 95,52 

 Belanja 

Modal 

846.142.303.821,20 609.740.926.745,28 71,82 

 Belanja tidak 

terduga 

180.000.000,00 180.000.000,00 100,00 

 Total 

Belanja 

Daerah 

4.496.474.573.009,91 4.094.471.321.477,03 91,06 

2017 Belanja 

operasi 

4.631.655.652.295,00 4.410.377.592.244,00 95,22 
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 Belanja 

Modal 

1.806.367.818.574,00 1.377.382.678.423,59 76,22 

 Belanja tidak 

terduga 

1.500.000.000,00 5.788.552.526.667,59 52,82 

 Total 

Belanja 

Daerah 

6.439.523.470.869,00 5.788.552.526.667,59 89,89 

2018 Belanja 

operasi 

5.730.234.643.508,00 5.226.350.947.402,94 91,21 

 Belanja 

Modal 

1.690.535.413.549,95 537.275.105.768,15 90,93 

 Belanja tidak 

terduga 

6.000.000.000,00 134.480.200,00 2,24 

 Total 

Belanja 

Daerah 

7.426.770.057,95 6.763.760.533.371,09 91,86 

2019 Belanja 

operasi 

6.140.097.371.311,47 5.494.913.456.747,11 89,49 

 Belanja 

Modal 

1.820.168.210.865,27 1.652.799.376.582,26 90,80 

 Belanja tidak 

terduga 

6.000.000.000,00 4.071.125.143,00 67,85 

 Total 

Belanja 

Daerah 

7.966.265.582.176 7.151.783.494.472 89,77 

Sumber: BPKAD 2021 
 

Berdasarkan Tabel I.2 terjadinya penyerapan anggaran belanja modal 

yang tidak mencapai standar kondisi keuangan pada Peraturan Pemerintah 

Nomor. 19 Tahun 2020. Dapat dilihat dari rata-rata realisasi belanja modal 

pada tahun 2016-2019 sebesar 4,61% dan dapat dilihat menurut standar 

kondisi keuangan dilihat dari rata-rata realisasi belanja modal 95,5% maka 

dapat dikatakan hasil belanja modal 4,61 kurang dari 95,5% maka dikatakan 

tidak efisien. Karena Pemerintah ada ketakutan untuk menggunakan lagi 

modal yang lebih tinggi, karena penyerapan anggaran berakibat hilangnya 
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manfaat belanja karena dana dialokasikan ternyata tidak semuanya tidak 

dimanfaatkan oleh pemerintah, contohnya seperti pembangunan jalan apabila 

jalan yang masih bagus lalu diperbaiki kembali maka dikatakan tidak ada 

manfaat bagi masyarakat. Dan rata-rata realisasi anggaran belanja tidak 

terduga pada tahun 2016-2019 sebesar 1,9% dan dapat dilihat menurut 

standar kondisi keuangan dilihat dari rata-rata realisasi belanja tidak terduga 

84,6% maka dapat dikatakan hasil belanja tidak terduga 1,9% kurang dari 

84,6% maka dikatakan tidak efisien. Pengeluaran anggarana pemerintah 

daerah untuk keperluan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak 

dapat diprediksi sebelumnya. Contoh belanja tidak terduga adalah belanja 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya. 

Grafik I.1 

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

 
Sumber : Penulis 2021 

 

Pada tahun 2016 dimana berdasarkan grafik realisasi anggaran belanja 

tersebut mengalami kenaikan, pada tahun 2017 mengalami penurunan, 2018 

mengalami kenaikan dan tahun 2019 mengalami penurunan. Pengelolaan 

Grafik Realisasi Anggaran 
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91.50% 

91.00% 

90.50% 

90.00% 

89.50% 
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keuangan anggaran sudah optimal, karena terdapat aktivitas yang 

dilaksanakan telah sesuai dengan yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi 

Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan 

Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini bagaimanakah Pengaruh Perencanaan 

Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah ? 

 

 
C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan Anggaran, 

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Dari tujuan penelitian tersebut di atas, maka penulis mengharapkan 

penelitian ini dapatbermanfaat : 

1. Bagi Penulis 
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Sebagai masukan Penelitian ini dapat membantu menambah 

pengetahuan dan memperluas wawasan bagi penulis dalam Perencanaan 

anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi 

terhadap penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah. 

2. Bagi Badan pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) 

 

diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang saran bagi pemerintah 

daerah dalam mencapai tingkatan penyerapan anggaran pemerintah. 

3. Bagi Almamater 

 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian 

selanjutnya, serta dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan yang 

menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang. 
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